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ABSTRAK 

 

RAHMAN KOTTA, NIM 200402006, Judul “Respons Masyarakat Terhadap Layanan 

Pendaftaran Haji Di Kemenag Kota Ambon”. Pembimbing I Dr. Abdullah Latuapo, M. Pd. I 

dan Pembimbing II Dr. Burhanudin Tidore, M. FiI.I 

 
Tesis ini bertujuan untuk mengetahui respons masyarakat layanan pendaftaran haji, 

faktor pendukung serta penghambat dalam pelayanan pendaftaran ibadah haji di Kota 

Ambon yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Ambon. Rumusan masalah yang ada 

adalah bagaimana respons masyarakat terhadap Pelayanan Haji di Kantor Kementrian 

Agama Kota Ambon, Apa saja Faktor-faktor Pendukung dan menghambat dalam Program 

Pelayanan Haji di  Kantor Kementrian Agama Kota Ambon. 

Tesis ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan 

data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut: Pelayanan Pendaftaran Ibadah Haji di Kota 

Ambon sudah cukup baik dalam pelayanan bagi para jamaah haji, hal ini saya buktikan dari 

hasil wawancara dengan 10 jamaah haji semua mengatakan bahwa pelayanan yang di 

berikan Kementerian Agama Kota Ambon sudah sesuai dengan yang di harapkan, yaitu 

sudah memenuhi syarat pelayanan berupa: Kemudahan dalam pengurusan pelayanan. 

Mendapatkan pelayanan wajar. Mendapatkan perlakuan yang sama tanpa pilih kasih. 

Mendapatkan perlakuan yang jujur dan terus terang. Namun dalam pelaksanaannya belum 

semuanya maksimal dan terpenuhi, hal ini terlihat dari adanya kendala yang didapati pada 

keterbatasan sarana dan prasarana seperti akses internet yang menghambat kelancaran 

pelayanan pendaftaran ibadah haji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAC 

RAHMAN KOTTA. NIM 200402006, Title”Community Response to Services Hajj 

Registration at the Ministry of Ambon City” Advisory Dr. Abdullah Latuapo, M. Pd.I and 

Supervisor II Dr. Burhanudin Tidore, M.FiI.I 

This journal aims to find out the response of the community to the Hajj registration 

service, supporting and inhibiting factors in the Hajj registration service in Ambon City 

carried out by the Ministry of Religion of Ambon City. The formulation of the problem is 

how the community responds to Hajj Services at the Ambon City Ministry of Religion 

Office, What are the Supporting and Obstacle Factors in the Hajj Service Program at the 

Ambon City Ministry of Religion Office. 

This journal uses a qualitative approach to data collection methods through 

interviews, observation and documentation. Based on the research conducted, the following 

results were obtained: The Hajj Registration Service in Ambon City is quite good in terms of 

service for pilgrims. in accordance with what is expected, that is, it has fulfilled the service 

requirements in the form of: Ease in managing services. Get reasonable service. Get equal 

treatment without favoritism. Get honest and forthright treatment. However, in practice not 

all of them are maximized and fulfilled, this can be seen from the constraints found in 

limited facilities and infrastructure such as internet access which hinders the smooth running 

of the Hajj registration service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 
 

A. Transliterasi 

 

1. Konsonan 

 

Huruf-huruf Arab ditransliterasi ke dalam huruf Latin sebagai berikut: 

 
b : ب z : ز f : ف 

t : ت s : س q : ق 

ts : ث sy : ش k : ك 

j : ج sh : ص l : ل 

h : ح dh : ض m : م 

kh : خ th : ط n : ن 

d : د dz : ظ h : ه 

dz : أ : ‘ ذ w : و 

r : ر g : غ y : ي 

 

Hamzah ( ء ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 

diberi tanda apapun. Jika hamzah tersebut terletak di tengah atau di akhir, 

maka ditulis dengan tanda ( ‘) 

2. Vokal dan Diftong 
 

a. Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

pendek panjang 
 

fathah a ā 



 

kasrah i ī 

 

dhummah u ū 
 

b. Diftong yang sering dijumpai dalam tmransliterasi ialah (ay) dan(aw), 

misalnya bayn( بين ) dan qawl ( قول ). 

3. Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda. 

 

4. Kata sandang al- (alif lām ma’rifah) ditulis dengan huruf kecil, kecualijika 

terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf 

besar (Al-), contohnya : 

Menurut pendapat al-Zuhaili, kaedah tersebut…. 

Al-Zuhaili berpendapat bahwa kaedah tersebut…. 

5. Tā’ marbuthah( ة ) ditransliterasi dengan t, tetapi jika tā’ marbuthah 
 

terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan huruf “h”. 

contohnya : Al- risālat al-mudarrisah 

6. Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah istilah arab yang belum 

menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia. Adapun istilah yang 

sudah menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah 

sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara 

transliterasi di atas, misalnya perkataan Alquran (dari Al-Qur’an), dan 

sunnah. 

Bila istilah itu menjadi bagian dari teks yang harusditransliterasi 

secara utuh, misalnya : 

                        Fiy dzilāl al-Qur’ān; 



ix 
 

 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn; 

 

                           Al-‘Ibarat bi ‘umum al-lafzh lā bi khushūsh al-sabab 
 

7. Lafzh al-jalalah ( االله ) yang didahului partikel seperti huruf jar dan 

huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudhāf ilayh (frasa 

nominal) ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contohnya : dinullāh, 

billāhAdapun tā’ marbuthah di akhir kata yang disandarkan kepada 

lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf t. contohnya :hum fiy 

rahmatillāh 

B. Singkatan 

 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah : 

 

1. Swt. = Subhānah wa ta’ālā 
 

2. Saw. = Shalla Allāh ‘alayhi wa sallam 
 

3. R.a. = Radhy Allah anh 

 

4. H. = Hijriah 

 

5. M. = Masehi 

 

6. H.R… = Hadits Riwayat 

 

7. w. = wafat 

 

8. Q.S. (…) : 5 = Quran, Surah…, ayat 5. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pemerintahan pada saat ini mengalami tekanan dari masyarakat untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemberian informasi serta dituntut untuk 

lebih efesien dan efektif. Hal tersebut menyebabkan pemerintahan harus lebih aktif 

dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan program yang akan 

dilaksanakan. Peningkatan pelayanan publik harus mendapatkan perhatian utama 

dari pemerintah, karena pelayanan publik merupakan hak-hak sosial dasar dari 

masyarakat.
1
 

Buruknya kualitas pelayanan publik menimbulkan krisis kepercayaan di 

masyarakat terhadap birokrasi publik. Krisis kepercayaan ditunjukkan dengan 

munculnya protes dan demostrasi terhadap birokrasi baik di tingkat pusat maupun di 

daerah. Sehingga, kepuasan masyarakat merupakan suatu ukuran keberhasilan 

pemerintah dalam menyediakan layanan publik. Jadi pelayanan yang diberikan harus 

transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. 

Pelayanan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan 

oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang bersifat intangible (tidak berwujud fisik) 

                                                           
1
 Endar Sugiharto. Psikologi Pelayanan   dalam Industri   Jasa. (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama. 2016), h.27 
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dan tidak menghasilkan kepemilikan.
2
 Pelayanan juga diartikan sebagai tindakan 

atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan kepuasan kepada 

pelanggan. 

Menurut Helien pelayanan pelanggan adalah kegiatan yang berorientasi kepada 

pelanggan yang terdiri dari elemen- elemen nyata berupa faktor yang dapat diraba, 

didengar dan dirasakan seperti ukuran, berat, warna dan sebagainya.
3
 

Dalam sebuah perusahaan pelayanan yang baik sangatlah dibuthkan, terutama 

perusahaan pelayanan jasa yang melayani banyak orang dalam jumlah kelompok 

yang cukup banyak. Apabila pelayanan yang diberikan sudah memuaskan pelanggan 

maka semakin baik pula citra suatu perusahaan tersebut di mata masyarakat, 

terutama perusahaan yang melayani jasa peribadatan. 

Surat edaran Menteri PANRB No.09 tahun 2014 mendefinisikan inovasi 

pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan yang merupakan gagasan/ide 

kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi 

masyarakat, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan 

baru, tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat konstektual dalam 

arti inovasi tidak terbatas dari tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktik 

inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil perluasan maupun peningkatan kualitas 

inovasi yang ada. 

                                                           
2
 Sudarmanto,   Kinerja   dan   Pengembangan   Kompetensi   SDM, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2009). h. 25 
3
 Helen Fisher, Layanan Konsumen Dalam Seminggu, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 

2016), h. 7 
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Sistem pelayanan di Kementerian Agama Kota Ambon dilakukan dengan  tahapan yaitu 

tahapan tatap muka langsung antara calon jemaah haji dengan petugas seksi penyelenggara 

haji dan umroh Kantor Kementrian Agama Kota Ambon dan tahapan kedua pendaftaran 

melalui aplikasi haji pintar (Smarphone). 

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Ia diwajibkan Allah SWT 

bagi orang-orang yang mampu. Dalam Al-Qur’an dinyatakan bahwa ibadah haji 

wajib atas setiap muslim yang mampu, yakni memliki bekal sehat jasmani dan 

rohani, karena kewajiban ini sebagaimana dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 97; 

اسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ  فِيْهِ اٰيٰت     ِ عَلىَ النَّ
قَامُ اِبْرٰهِيْمَ ەۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ۗ وَلِِلّٰ بَيِّنٰت  مَّ
َ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلمَِيْنَ 

ٰ
 اسْتَطَاعَ اِليَْهِ سَبِيْلًًۗ  وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اّللّ

Terjemahnya: 

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; 

barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amalan dia; mengajarkan 

haji adalah kewajiban manudia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup 

mengadakan perjalanan ke Baitullah; Barang siapa mengingkari (Kewajiban 

haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari 

semesta alam.”
4
 

Dalam undang-undang No. 8 tahun 2019 tentang penyelenggara ibadah haji dan 

umrah juga PMA 13 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler 

mengatakan bahwa  pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan 

perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan haji, akomodasi, 

transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh 

jamaah haji.
5
 

Kewajiban pemerintah ini adalah dalam rangka memenuhi hak jamaah haji 

seperti yang diamanatkan dalam undang-undang. Semua hal yang dipaparkan dalam 

                                                           
4
 Kementerian Agama, Al-Qur’an dan terjemahan (Semarang: Cv. Toha Putra, 2016), h. 11 

5
 Undang-undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggara ibadah haji 
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undang-undang bertujuan memberikan yang sebaik-baiknya pelayanan dan 

kenyamanan bagi para jamaah, sehingga para jamaah dapat menunaikan ibadah haji 

dengan tenang dan sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. ini dijelaskan tentang 

bagaimana peraturan haji dan yang berkaitan dengan haji. Aspek-aspek yang menjadi 

poin dalam UU No. 8 Tahun 2019 adalah pembinaan, pelayanan dan keamanan yang 

mana ketiganya menjadi poros penting dalam penyelenggaraan haji dan umrah 

Indonesia. Dari ketiga aspek ini adalah aspek pelayanan yang menjadikan menarik 

untuk menajadi bahan kajian, karena pelayanan ini bersangkutan langsung dengan 

proses pendaftaran, pemberangkatan dan juga sampai pada pemulangan para jamaah 

haji ke tanah air. Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan memberikan pembinaan, 

pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji hingga mereka 

dapat menunaikan ibadah sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.
6 

Melihat alur pendaftaran haji yang begitu masih rumit dan untuk 

mempermudah calon jamaah haji melakukan pendaftaran sehingga calon
 
jamaah 

haji bisa melakukan pendaftaran haji sendiri dan tidak lagi menggunakan calo haji 

ilegal, menteri agama Indonesia menyederhanakan pelayanan pendaftaran haji 

menjadi dua tahap yaitu sekali ke BPS dan sekali ke Kemenag serta adanya 

pemangkasan persyaratan administrasi haji yaitu kini tanpa surat keterangan 

kesehatan saat mendaftar dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) 

nomor 13 Tahun 2021 yang mengatur tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler 

                                                           
6
 Kementerian Agama RI, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ibadah    Haji, (Jakarta, 2011) h. 2 
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dari sebelumnya empat tahap menjadi dua tahap.
7 

Berdasarkan PMA tersebut beberapa Kota dan Kabupaten di Indonesia mulai 

melakukan inovasi pelayanan pendaftaran calon jamaah haji yaitu pelayanan satu 

atap melalui konsep one day service. Inovasi ini disamping memudahkan juga 

menyamankan masyarakat karena keamanannya terjamin, dan uang pendaftaran 

langsung masuk rekening bank kementerian agama sehingga calon jamaah haji akan 

langsung terdaftar sebagai peserta haji.
 

Pembinaan, pelayanan dan perlindungan calon jamaah haji harus dilakukan 

dengan baik dan memenuhi Standar Operasional Prosedur yang ada. Melakukan 

penyelenggaraan ibadah haji bukanlah pekerjaan yang sederhana, khususnya dalam 

hal pelayanan terhadap jamaah, mengingat jumlah jamaah haji yang harus dikelola 

merupakan yang terbanyak di dunia.
8
 Disinilah peran pemerintah dalam membantu 

para jamaah haji untuk mempersiapkan segala kebutuhan dalam melaksanakan 

ibadah haji, dengan dilakukannya pelayanan yang baik maksimal dan optimal dari 

mulai awal pendaftaran jamaah haji, pelunasan, pemberangkatan hingga 

pemulangan kembali jamaah haji ke tanah air. 

Pelayanan ini termasuk juga dalam pelayanan publik, pelayanan publik dapat 

diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat 

yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan 

tata cara yang telah ditetapkan. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa 

                                                           
7
Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 13 Tahun 2021 yang mengatur tentang 

penyelenggaraan ibadah haji reguler 
8
 Muhammad M. Basyuni, Reformasi Manajeen Haji, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. 9 
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pemerintahan pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Karenanya 

Birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan 

yang baik dan  profesional. 

Pendaftaran haji adalah salah satu aspek yang sangat penting, karena dimulai 

dari sinilah jamaah akan mengenal dan mendapatkan informasi penting seputar 

keberangkatan haji untuk dirinya, juga jamaah akan mendapatkan hak yang 

seharusnya didapatkan oleh jamaah haji. Pendaftaran haji hanya dapat di lakukan di 

Kantor Kementerian Agama kota/kabupaten masing-masing domisili jamaah, dengan 

kata lain setiap daerah hanya memiliki satu kantor Kementerian Agama. 

Sebagai satu satunya Kantor Kementerian Agama yang ada di Kota Ambon 

Provinsi Maluku tentu memiliki banyak pelayanan, diantaranya yaitu pelayanan 

pendaftaran haji. Khusus untuk pelayanan pendaftaran haji dalam kurun waktu 

sebulan ada sekitar 30-40 orang yang datang untuk melakukan pendaftaran haji, 

jumlah ini dihitung dari 5 hari jam pelayanan di Kantor Kementerian Agama Kota 

Ambon. 

Melakukan pelayanan yang baik dapat memberikan kepuasan kapada jamaah 

yaitu dengan cara memberikan segala informasi yang jamaah butuhkan, 

mengarahkan jamaah dengan baik dan sopan, juga memberikan antusias yang lebih 

kepada jamaah yang akan melakukan pendaftaran haji. Mampu melayani secara 

cepat dan tepat, mampu memberikan kepercayaan kepada jamaah.
9
 

Pelayanan pendaftaran calon jamaah haji dilakukan oleh dua instansi pelayanan 

                                                           
9
 Kasmir, Etika Customer Service, (Jakarta : PT. Raja Graindo Persada, 2015), h. 9 



7 
 

jasa, yaitu bank dan kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota. Kesuksesan sebuah 

perusahaan jasa dalam menjalankan kewajibannya dapat di ukur dari seberapa puas 

pelanggan mendapatkan pelayanan yang diinginkannya. 

Untuk dapat memenuhi kebutuhan calon jamaah haji, tidak ada upaya lain yang 

dapat dilakukan kecuali menyelenggarakan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Calon 

jamaah haji yang dihadapi memiliki latar belakang dan kondisi emosional yang 

berbeda-beda, begitupun staff yang harus profesional, meskipun dalam keadaan tidak 

stabil atau lelah namun tetap harus memberikan pelayanan yang baik kepada jamaah, 

jangan sampai calon jamaah haji merasa tersinggung, bingung atau bahkan tidak 

mengerti terhadap apa yang disampaikan. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik 

untuk meneliti respons mengenai pelayanan yang diberikan kepada calon jamaah haji 

ketika awal pendaftaran di kantor Kementerian Agama Kota Ambon, kemudian 

penulis jadikan bahan sekaligus objek tesis dengan judul “Respons Masyarakat 

Terhadap Layanan Pendaftaran Haji Di Kemenag Kota Ambon”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian in adalah: 

1. Bagaimana respons masyarakat terhadap Pelayanan Haji di Kantor 

Kementerian Agama Kota Ambon? 

2. Apa saja Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat dalam Program 

Pelayanan Haji di Kantor Kementerian Agama Kota Ambon? 
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C. Batasan Masalah 

Melihat luasnya ruang lingkup dalam penelitian ini, maka penelitian perlu 

membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini. Penelitian ini dibatasi pada respons 

masyarakat terhadap layanan pendaftaran haji di Kementerian Agama Kota Ambon. 

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui respons masyarakat terhadap Pelayanan Haji di Kantor 

Kementerian Agama Kota Ambon. 

2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menghambat dalam Program Pelayanan 

Haji di Kantor Kementrian Agama Kota Ambon.  

Sedangkan manfaat penelitian ini dibagi dalam dua segi yaitu: 

1. Secara teoritis, untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang agama 

secara umum dan khusus dalam ilmu yang terkait dan juga mempunyai 

gambaran tentang repons masyarakat terhadap pelayanan haji di kantor Agama 

Kota Ambon.  

2. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan berguna bagi Mahasiswa dan 

Pascasarjana kampus IAIN Ambon . 

E. Penelitian Terdahulu 

Adapun kajian penelitian terdahulu yang sesuai dengan tema penelitian ini dari 

beberapa tokoh atau peneliti, baik nasional maupun intenasional, antara lain: 

1. Jurnal yang ditulis oleh Sulaiaman pada tahun 2018 melakukan penelitian 

yang dengan judul “Tingkat Kepuasan Jamaah Haji Terhadap Pelayanan 
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KBH Dikabupaten Jepara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat 

kepuasan jamaah sangat tinggi karena sebagian besar jamaah haji merasakan 

sangat puas terhadap pelayanan yang dilakukan oleh KBH. Masyarakat 

sangat percaya dengan pelayanan KBH terutama karena baiknya kualitas 

pelayanan utama dan pelayanan tambahan. KBH menghadapi berbagai 

kendala dalam memberikan pelayanan, terutama terkait dengan porsi 

bimbingan yang sangat terbatas sehingga KBH tidak bisa mendampingi 

jamaah hingga ke tanah suci.
10

 Persamaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalag sama-sama mengkaji tingkat kepuasan jamaah haji terhadap 

pelayanan yang diberikan, perbedaanya adalah lokasi penelitian dan metode 

yang digunakan yaitu metode kualitatif. 

2. Tesis yang ditulis oleh Nashuddin pada tahun 2019 penelitian ini dengan 

judul tentang “Sistem Pelayanan Haji Yang Mencakup Layanan Pendaftaran, 

Kesehatan, Manasik Haji, Akomodasi, Konsumsi Dan Jasa Angkutan”. Selain 

itu juga menganalisis tanggapan dari stakeholder dan kendala yang dihadapi 

oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 

dalam memberikan pelayanan pada jamaah haji. Pendekatan yang digunakan 

adalah kualitatif dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah tentang 

pelayanan yang diberikan oleh kementrian agama provinsi NTB masih belum 

                                                           
10

 Sulaiman,”Kepuasan Jamaah Haji Terhadap Pelayanan KBH Di Kabupaten Jepara” (Jurnal 

Analisa Vol.21 Nomor 01, Juni 2018), h. 49-60 
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sepenuhnya memenuhi kebutuhan jamaah sehingga dampaknya kurang 

memuaskan. Layanan yang kurang memuaskan adalah layanan manasik dan 

transportasi. Sementara pada komponen lainnya seperti pendaftaran, katering, 

kesehatan dan akomodasi cukup memuaskan jamaah.
11

 Persamaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji kepuasan calon 

jamaah haji terhadap pelayanan yang diberikan, sedangkan perbedaannya 

adalah lokasi penelitian. 

3. Muhammad Ali Yusni pada tahun 2017 Tesis ini yang berjudul tentang 

“Pelayanan Publik Dalam Hal Penyelanggaran Ibadah Haji”. Pokok 

masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah bagaiman konsep 

pelayanan haji dikementrian agama secara umum, dan dikemenag kota secara 

khusus. Seksi haji dan umroh di kota Samarinda sebagai pelaksana dan 

pemberian pelayanan ibadah haji kepada masyarakat dituntut harus mampu 

untuk memberikan pelayanan maksimal meliputi pelayanan teknis bagi calon 

jamaah haji, antara lain: pendaftaran haji, bimbingan manasik haji, uji 

kesehatan, keberangkatan dan kepulangan jamaah haji maupun pasca haji. 

Berdasarkan penelitian ini bahwa kegiatan penyelenggara ibadah haji yang 

dilaksanakan oleh kementrian agma kota Samarinda sudah berjalan dengan 

baik.
12

 

                                                           
11

 Nashuddin,” Sistem Pelayanan Haji Pada Kanwil Kementrian Agama Provinsi Nusa 

Tenggara Barat”, Jurnal Kementerian Agama, Vol.3, 2019, h.34 
12

 Muhammad Ali Yusni,”Studi Tentang Pelayanan Haji Dikementrian Agama Koata 

Samarinda (e-Journal Ilmu Pemerintahan,3 (1), 2017), h. 318-332 
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4. Laode Muhammad Umar pada tahun 2018 penelitian ini berjudul tentang 

“Penerapan Komunikasi Antar Pribadi Dalam Pelayanan Calon Jamaah 

Haji Dikementrian Agama Kota Kendari”. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan ialah 

pendekatan komunikasi. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah 

kepala seksi penyelenggara haji dan umrah, petugas pelayanan haji dan calon 

jamaah haji. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah obsevasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Lalu tehnik pengelolahan dan analisis data 

dilakukan dengn tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Hail penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan komunikasi 

antarpribadi dalam melayani calon jamaah haji mengacu pada komunikasi 

timbal balik dengan tehnik penyampaian pesannya secara informatif, 

persuasif, dan pendampingan secara personal serta menggunakan komunikasi 

secara dialogis.
13

 

5. Judul Tesis “Respon Jamaah Haji Terhadap Pelayanan Kesehatan Pada 

Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013”. Penulis Arief 

Ridwan Budiman. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi , Konsentrasi 

Manajemen Haji dan Umroh UIN Jakrta 2014. Pada penelitian ini 

membahas tentang respon jamaah terhadap pelayanan kesehatan pada Dinas 

Kesehata Kabupaten Bekasi. 

                                                           
13

 Laode Muhammad Umar,”penerapan komunikasi antarpribadi dalam pelayanan calon jamah 

haji dikementrian agama kota kendari” (Jurnal Al-Khitabah, Vol IV, No.1, April 2018), h.116-130 
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Berdasarkan penelusuran penulis dari berbagai kajian terdahulu belum 

ditemukan penelitian yang fokus membahas tentang respons masyarakat terhadap 

layanan pendaftaran haji di kemenag kota ambon serta faktor-faktor apa saja yang 

menjadi kendala dalam pendaftaran haji di kemenag. Dari sini penulis tertarik 

melakukan penelitian tentang respons masyarakat terhadap layanan pendaftaran haji 

di Kementerian Agama Kota Ambon. 

F. Definisi Operasional 

Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari penelitian ini, maka diperlukan 

adanya definisi opersional. Adapun yang dimaksud dengan definisi operasional 

adalah penjelasan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan judul dan penelitian, 

yang terdiri atas. 

1. Pelayanan 

Sedangkan pelayanan Pelayanan sering disebut jasa yang diberikan oleh 

Kemenag Kota Ambon, artinya bahwa adanya suatu perbuatan yang 

dilaksanakan suatu pihak terhadap pihak lain.
14

 Definisi dari pelayanan itu 

sendiri menurut Sugiarto adalah upaya maksimal yang diberikan oleh petugas 

pelayanan dari sebuah instansi dalam artian Kemenag Kota Ambon untuk 

memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan sehingga tercapai kepuasan.
15

 

2. Jemaah Haji 

Jamaah Haji atau dalam bahasa Arab حاج adalah kata bahasa Arab yang 

                                                           
14

 Amin   Wijaya.   Kamus   MBA,   (Jakarta:   Bumi   Aksara, 1996), h. 235 
15 Endar Sugiharto. Psikologi Pelayanan   dalam Industri   Jasa. (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama. 2016), h.216 
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artinya kompak atau bersama-sama, ungkapan shalat berjamaah berarti shalat 

yang dikerjakan secara bersama-sama di bawah pimpinan seorang imam. 

Jamaah juga berarti sekelompok manusia yang terikat oleh sikap, pendirian, 

keyakinan dan tugas serta tujuan yang sama. Islam menganjurkan kepada umat 

Islam untuk menggalang kekompakan dan kebersamaan, yaiitu masyarakat 

yang terdiri dari pribadi- pribadi muslim, yang berpegang pada norma-norma 

Islam, menegakkan prinsip ta’awun tolong menolong dan kerja sama untuk 

tegaknya kekuatan bersama demi tercapainya tujuan yang sama.
16

 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam kajian buku ini terbagi menjadi enam bab sebagai 

berikut: 

Bab pertama, pendahuluan yang berupa mencangkup dari latar belakang, 

rumusan masalah, batasan masalah, fokus penelitian dan deskripsi penelitian, tujuan 

dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metodelogi penelitian 

dan sistematika penulisan. 

Bab kedua, bab ini akan menjelaskan tentang Ibadah Haji, Perkembangan 

Penyelengara Haji di Indonesia, Dasar Hukum Penyelengara Haji di Indonesia, 

Fungsi Kementrian Agama Dalam Penyelengaraan Haji di Indonesia, Tanggung 

Jawab Kementrian Agama Dalam Penyelengaraan Haji di Indonesia, dan Bentuk 

Tanggunjawab Kementrian Agama Dalam Menyikapi dan Melaksanakan 

Penyelengaraan Ibadah Haji. 

                                                           
16

 Harun Nasution, Ensiklopedia Islam Indonesia , (Jakarta : Djembatan, 2015), h. 386-487 
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Bab ketiga, bab ini membahas terkait dengan metodelogi penelitian 

diantaranya: gambaran umum lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data 

penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data penelitian. 

Bab   keempat,    bab   ini   membahas terkait dengan bagaimana respons 

masyarakat terhadap pelayanan haji di kantor kementrian agama kota ambon dan apa 

saja faktor-faktor yang menghambat dalam program pelayanan haji di kantor 

kementrian agama kota ambon. 

Bab kelima, bab ini merupakan bab terakhir yaitu bab penutup yang mencakup 

kesimpulan dan saran hasil penelitian. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metodelogi Penelitian 

Metode menurut kamus besar bahasa Indonesia ialah cara sistematis dan 

terencana untuk melakukan segala aktifitas guna mencapai tujuan maksimal.33  

Menurut Sugiyono, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 

data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu 

pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, 

memecahkan dan mengantisipasi masalah.34 Adapun penelitian merupakan suatu 

sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena 

penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodelogis, 

dan konsisten, dengan mengadakan analisis dan konstruksi.35 

Berdasarkan penjelasan diatas, metode penelitian adalah suatu cara untuk 

mencari, mendapatkan, mengumpulkan, mencatat data, baik primer maupun sekunder 

yang dapat digunakan untuk keperluan menyusun karya ilmiah dan kemudian 

menganalisis factor-faktor yang berhubungan dengan pokok permasalahan sehingga 

akan didapat suatu kebenaran atau data yang diperoleh. 

 

                                                           
33

Amran Chaniago, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), h. 

397 
34

Sugiyono, Metode Penelitian, h. 243 
35

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali Press, 

2011), h. 397 
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B. Metode Pendekatan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode 

deskriptif adalah mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang satuan analisis 

secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Dengan demikian yang 

dimaksud penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk 

menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya 

dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.36 Dalam hal ini penulis akan 

menggambarkan respons masyarakat terhadap layanan pendaftaran haji di Kemenag 

Kota Ambon. 

C. Sumber Data Penelitian 

Ada pun sumber data yang ingin penulis dianalisis dalam penelitian adalah: 

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan mengadakan 

observasi langsung pada Masyarakat, Kemenag Kota Ambon. sebagai objek 

penelitian.37 

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, baik berupa 

keterangan maupun literatur yang ada hubungannya dengan penelitian yang 

sifatnya melengkapi atau mendukung data primer.38 

 

 

                                                           
36

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta,2010),  24. 
37

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2012), h. 188 
38

 Joko Subagio, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek,(Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 

28 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field research) yaitu metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara 

1. Observasi, yaitu teknik penelitian yang dilakukan dengan mengadakan 

pengamatan atau peninjauan secara langsung pada lokasi penelitian. Hal 

ini dimaksudkan untuk memperoleh data dalam penelitian lapangan.39 

2. Interview yaitu teknik penelitian yang dilakukan dengan mengadakan 

wawancara secara langsung dengan ketua kemenag kota Ambon dan 

masyarakat sehubungan dengan informasi dan data yang dibutuhkan. 

3. Dokumentasi yaitu suatu metode pengumpulan data dengan jalan 

mencatat secara langsung documen yang didapat di lokasi penelitian.40 

E. Analisis Data Penelitian 

Untuk menguji kebenaran hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya maka 

digunakan metode analisis deskriptif untuk melihat penerapan segmen perusahaan 

atau pedagang yang dilakukan oleh perusahaan. Analisis ini menjelaskan tentang 

respons masyarakat terhadap layanan pendaftaran haji di Kementerian Agama 

Kota Ambon. 

 

                                                           
39

 Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 2001), h. 44 
40

 Suharsimi Arikanto, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta,2004), h. 231 
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BAB  V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti respons masyarakat 

terhadap layanan pendaftaran haji di kandepag kota Ambon, maka dapat di ambil 

kesimpulan bahwa: 

1. Pelayanan ibadah haji di Kementerian Agama Kota Ambon sudah cukup baik 

dalam pelayanan bagi para jamaah haji, hal ini saya buktikan dari hasil 

wawancara dengan 10 jamaah haji bahwa semua mengatakan bahwa pelayanan 

yang di berikan Kementerian Agama Kota Ambon sudah sesuai dengan yang di 

harapkan, yaitu sudah memenuhi syarat pelayanan berupa, Kemudahan dalam 

pengurusan pelayanan, Mendapatkan pelayanan wajar, Mendapatkan perlakuan 

yang sama tanpa pilih kasih, Mendapatkan perlakuan yang jujur dan terus 

terang. Hanya saja pada aspek-aspek pelayanan tertentu perlu optimalisasi agar 

pelaksanaan di lapangan dapat berjalan sesuai rencana. Namun dalam 

pelaksanaannya belum semuanya maksimal dan terpenuhi, hal ini terlihat dari 

adanya kendala yang didapati keterbatasan sarana dan prasarana yang 

menghambat kelancaran pelayanan pendaftaran ibadah haji. 

2. Faktor pendukung pelayanan jamaah haji di Kementerian Agama Kota Ambon 

antara lain: Bekerja sama dengan beberapa instansi yang berhubungan dengan 

pendaftaran ibadah haji yaitu dengan BPS bank-bank penerima setoran, dinas 
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kesehatan. Proses pendaftaran yang singkat. Tersedianya sarana dan prasarana. 

Informasi yang cepat dan tepat. Ketepatan waktu saat kegiatan pendaftaran 

ibadah haji. Persyaratan dan prosedur pendaftaran haji reguler telah 

diumumkan secara terbuka kepada masyarakat yang akan mendaftar, 

sedangkan faktor penghambat yang terjadi dalam melaksanakan pelayanan 

antara lain: Terjadi jaringan trobel yang dapat menghambat proses pendaftaran 

ibadah haji Kurangnya akses pendukung yaitu akses koneksi data dalam 

menerapkan pelayanan sistem komputerisasi terpadu kurang maksimal karena 

seringnya konektivitas data terganggu akibat faktor cuaca dan hal lainnya 

sehingga membuat proses pelayanan dengan sistem ini belum berjalan dengan 

maksimal sesuai dengan tuntutan penyelenggaraan pelayanan yang ada. Proses 

input data SPPH dilakakan secara manual. Tingkat kecerdasan dan 

pengetahuan di antara jamaah tidak sama sehingga mempengaruhi tingkat 

pengertian dan pemahaman terhadap jamaah. Banyak jamaah haji yang lanjut 

usia dan mayoritas dari pendaftar lansia adalah buta aksara sehingga 

memperlambat kinerja pelayanan pendaftaran. 

B. Saran 

Akhirnya dari beberapa temuan, penulis hanya dapat memberikan beberapa 

saran dan masukan kepada Kantor Kementerian Agama Kota Ambon sebagai berikut: 

1. Pelayanan yang diberikan Kantor Kementerian Agama Kota Ambon yang 

sudah baik agar di pertahankan, dan untuk kedepannya agar lebih ditingkatkan 
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lagi, agar menimbulkan kesan yang mendalam serta kepuasan bagi jamaah haji 

Kota Ambon. 

2. Mempertahankan hubungan yang baik antara petugas pelayanan haji dengan 

calon jamaah haji agar terciptanya kerjasama yang baik di antara kedua belah 

pihak dalam proses pelayanan pendaftaran ibadah haji. 
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Gambar 1: Wawancara Operator Siskohat PHU dan Petugas Kloter 

Kemenag Kota Ambon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2: Wawancara Kasi PHU dan Kepala Seksi Haji dan Jemaah 

Haji Kemenag Kota Ambon 
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Gambar 3: Wawancara Calon Jemaah Haji Kota Ambon 

  



98 
 

 


	cover sd daftar isi.pdf (p.1-13)
	Proposal Rahmat Kotta.pdf (p.14-111)

